BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : oo/ kep. 87 - Inspt /3014

TENTANG

PENETAPAN PEMBAGIAN WILAYAH KERJA PEMBINAAN DAN

Menimbang

Mengingat

PENGAWASAN INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I
SAMPAI DENGAN IV INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019
BUPATI PURWAKARTA,

bahwa dalam rangka melakukan tugas pembinaan dan
pengawasan terhadap urusan pemerintah daerah dan
penanganan kasus pengaduan pada setiap perangkat
daerah dan pemerintah desa di lingkungan Pemerintah
Kabupaten Purwakarta yang dilakukan oleh Inspektur
Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur Pembantu
Wilayah IV  Inspektorat Daerah perlu ditetapkan
Pembagian Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan
Inspektorat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta
dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

o Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan




Menetapkan

KESATU

KEDUA

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LembaraN
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73,
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun
2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun
2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata
Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat
Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun
2008 tentang Pedoman Tatacara Pengawasan Atas
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun

2018 tentang Kebijakan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Pembagian Wilayah Kerja Pembinaan dan
Pengawasan Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan
IV Inspektorat Daerah Tahun Anggaran 2019.

Pembagian Wilayah Kerja Pembinaan dan Pengawasan
Inspektur Pembantu Wilayah I sampai dengan Inspektur
Pembantu Wilayah IV sebagaimana dimaksud pada diktum
KESATU dalam bentuk kegiatan sebagai berikut :

a.
b.
c.

d.

pengusulan program pengawasan di wilayah;
pengkordinasian pelaksanaan pengawasan;
pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan
pemerintah daerah;

pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian
tugas pengawasan.



KETIGA

KEEMPAT

Sasaran pemeriksaan terdiri dari aspek ketaatan terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan aspek
pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah
dengan auditan terdiri dari perangkat daerah di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Purwakarta.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Aanuari 0l

==
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